WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 74 TAHUN 2020
TENTANG TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA

Menimbang :

Mengingat

TEKNIS DAERAH PUSKESMAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA PADANG,

. bahwa Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit

Pelaksana Teknis Daerah Kota Padang telah diatur dalam
Peraturan Wali Kota Nomor 74 Tahun 2020 tentang Tata
Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis
Daerah Puskesmas (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2020
Nomor 74);

. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur

bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran, maka

Peraturan Wali Kota tersebut perlu diubah dan disesuaikan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 74 Tahun
2020 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit

~Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas;

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 20);

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5063) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
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Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5340);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2018 tentang

Badan Layanan Umum Daerah;

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang
(Lembaran Daerah kota Padang Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang
(Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);



8. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 74 Tahun 2020 tentang
Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana
Teknis Daerah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor
74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 74 TAHUN 2020
TENTANG  TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 74 Tahun 2020 tentang
Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah
Puskesmas (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 74) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 14 Pasal 1 diubah dan diantara angka 14 dan angka 15 disisip
1 (satu) angka yakni angka 14A sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Padang.

2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.

3. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan
Kota Padang.

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang.

5. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah
sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas
dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan daerah pada umumnya.

6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD,
adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa
keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai

pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
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Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak selaku Bendahara Umum Daerah.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya
disebut BLUD UPTD Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan
fungsional yang merupakan Unit Kerja Dinas Kesehatan yang memberikan
pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.

UPTD Puskesmas adalah unit pelaksana teknis daerah puskesmas di Kota
Padang yang menerapkan PPK-BLUD.

Pejabat Pengelola adalah pimpinan BLUD UPTD Puskesmas yang
bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional pelaksanaan
kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD UPTD Puskesmas yang terdiri
dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.

Kepala BLUD UPTD Puskesmas adalah Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas.
Pejabat Keuangan adalah pejabat yang bertanggungjawab terhadap
pengelolaan keuangan BLUD UPTD Puskesmas yang dibantu oleh bendahara
penerimaan dan bendahara pengeluaran.

Pejabat Teknis adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap kegiatan
teknis operasional dan pelayanan.

Bendahara Penerimaan Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk
membantu Bendahara Penerimaan untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
pendapatan BLUD UPTD Puskesmas.

Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk
membantu Bendahara Pengeluaran dalam menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
pelaksanaan anggaran belanja dan / atau pengeluaran pembiayaan pada
BLUD UPTD Puskesmas.

Pegawai BLUD UPTD Puskesmas adalah pegawai pada BLUD UPTD
Puskesmas yang berstatus PNS dan Non PNS, dan memiliki STR dan SIP bagi
jabatan fungsional tertentu.

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat
BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang.
Inspektorat adalah Inspektorat Kota Padang.

Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD
UPTD Puskesmas yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode
anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
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Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi
ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD UPTD Puskesmas.

Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar
untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional
BLUD UPTD Puskesmas.

Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD UPTD Puskesmas, yang selanjutnya
disebut RBA, adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang
disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan
anggaran SKPD.

Standar Pelayanan Minimal selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi
teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan BLUD UPTD
Puskesmas kepada masyarakat.

Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan
menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada
masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi
berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian
pelayanan yang bermutu dan berkesinambungan.

Tata Kelola BLUD UPTD Puskesmas adalah acuan penyelenggaraan bagi
Pengelola BLUD UPTD Puskesmas.

Pembina teknis adalah kepala SKPD yang bertanggungjawab atas urusan
pemerintahan yang bersangkutan.

Pembina keuangan adalah kepala BPKAD.

Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat
UPTD Puskesmas yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian
internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD UPTD Puskesmas untuk
meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial
sekitarnya dalam penyelenggaraan bisnis sehat.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas :

a. Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas;
b. Pejabat Keuangan; dan
c. Pejabat Teknis
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(2) Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a adalah Kepala BLUD UPTD Puskesmas.

(3) Pejabat Keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah
pejabat penanggungjawab keuangan BLUD UPTD Puskesmas yang dibantu
oleh Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu.

(4) Pejabat Teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah
pejabat penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali

Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 Apdl 2022
WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 4 April 2022
PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

[TRIAT
BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2022 NOMOR ..



